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BUPATIKAUR 
PROVINSIBENGKULU 

PERATURAN BUPATI KAUR 
NOMOR 5:2 TAHUN 2019 

TENTANG 

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA 
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN 

PENELITIAN PENGEMBANGAN 
KABUPATEN KAUR 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KAUR, 

a. bahwa untuk melakukan penyesuaian Susunan Organisasi, 
Togas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah dan Litbang Kabupaten Kaur dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 
tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi 
dan Daerah Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi 
penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan; 

b. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 21 Peraturan Bupati 
Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang 
Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Kaur; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Togas Pokok, Fungsi dan Tata kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian 
Pengembangan Kabupaten Kaur. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan 
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma, dan Kabupaten 
Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4266); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234); 



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indones ia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kcdua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
5 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114); 
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Kaur Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembcntukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Lembaran Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 09); 

8 . Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur (Berita Daerah Kabupaten Kaur Tahun 2016 Nomor 466); 
9. Peraturan Bupati Kaur Nomor 115 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaur Nomor 69 Tahun 2016 tentang Susunan Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kaur . 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTAHG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAH PERENCAHAAH PEMBAHGUNAH DAERAH DAN PENELITIAN PENGEMBANGAII KABUPATEN KAUR 

BABI 
KETENTUAH UMUM 

Pasa1 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
l. Kabupaten adalah Kabupaten Kaur; 2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kaur; 3. Bupati adalah Bupati Kaur; 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur; s. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahanlakuykang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya di. an oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemenntahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan Masyarakat; 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan D~RDd_ dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menJa 1 kewenangan Daerah; 
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7. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan 
Penelitian Pengembangan Kabupaten Kaur; 

8 . Jabatan Fungsional adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi 
tugas, wewenang dan hak secara penuh . oleh Pejabat yan~ 
Berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai 
dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas 

badan. 

BASIi 

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI 

Bagian Ke-tu 

Kedudukan 

Pasal2 

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang 
merupakan Badan Tipe A yang melaksanakan Fungsi Penunjang 
Perencanaan dan Fungsi Penelitian dan Pengembangan; 

(2) Badan merupakan unsur pelaksana unsur penunjang urusan 
pemerintahan bidang Perencanaan dan urusan pemerintahan 
bidang Penelitian dan Pengembangan; 

(3) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala 
Badan yang berkedudukan di bawah da.'l bertang,,"1..lngiawab 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah; 

(4) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas 
membantu Bupati inelaksanakan unsur penunjang urusan 
pemerintahan bidang Perencanaan dan bidang Penelitian dan 
Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten serta tugas 
pembantuan yang diberikan Kabupaten; 

(5) Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3) menyelenggarakan fungsi: 
a. penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan 

koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan 
da.'l bidang penclitian dan pengcmbangan; 

b. penyelenggaraan fasilitasi dan pengendalian pelaksanaan 
tugas-tugas bidang perencanaan dan bidang penelitian dan 
pengembangan; 

c. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan sesuai dengan bidang 
tugasnya; 

d. pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan; dan 
e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi 

Pasal 3 

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
dan Penelitian Pengembangan, terdiri atas: 
a. Kepala Badan; 
b. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian, terdiri dari: 

1) sub bagian umum dan kepegawaian; 
2) sub bagian keuangan; dan 
3) sub bagian perencanaan dan pelaporan. 
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c . Sidang Perencanaan, Pengei:idalian 
Pembangunan Daerah, membawah1: 

clan Evaluasi 

1) sub bidang perencan~an dan ~endanaan; 
2) sub bidang data dan 11:1-formas;; d~ 
3) sub bidang pengendalian, evaluas1 dan pelaporan. . 

d . Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manus1a, 

membawahi: 
1) sub bidang pemerintahan dan politik; 
2) sub bidang pendidikan, mental dan budaya; 
3) sub bidang kesehatan dan kesejahteraan rakyat. 

e. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, lnfrastruktur dan 
Kewilavahan, membawahi: 
1) sub bidang perekonomian dan kemaritiman; 

f. 

2) sub bidang lingkungan hidup dan_ sumber daya alam; 
3) sub bidan.g infrastn.iktur dan ke,;,iJayahan. . 
Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahi: 
1) sub bidang sosial dan pemerintahan; 
2) sub bidang ekonomi dan pembangunan; 
3) sub bidang inovasi dan teknologi. 

g. Unit Pelaksana Teknis; dan 
h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BAB Ill 

TUGAS DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 

Kepala Sadan 

Pasal4 

1. Kepala Sadan mempunyai . tugas pokok melaksanakan urusan 
pemerintahan di bidang Perencanaan, Penelitian dan 
Pengembangan yang menjadi kewenangan Kabupaten dan tugas 
pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sadan menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, 

penelitian dan pengembangan daerah; 
b. pembagian tugas serta memberi petunjuk kepada bawahan 

dalam rangka pelaksanaan tugas Badan; 
c. pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan 

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah 
sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD); 

d . perumusan, pelaksanaan, pengendalian dan 
mengkoordinasikan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD; 

e . merumuskan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
penyusunan Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (PPAS) 
berkoordinasi dengan Tim Anggaran Pcmcrintah Daerah; 

f. pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja RKPD 
dengan KUA dan PPAS, output/hasil kegiatan di Rencana 
Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RKA-OPD); 

g. pembinaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyusunan 
perencanaan pembangunan daerah tahunan, jangka 
menengah dan jangka panjang; 
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h . meli=iksanakan kebijakan pemerintah di=ierah di bidang 
perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan; 

1. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan 
evaluasi, pembinaan dan pengemban.gan Sumber Daya 
Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang 
perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengelolaan 
sistem informasi; 

J· perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

k. pelaksanaan administrasi kedinasan di lingkungan badan; 
l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan 

kebijakan, program dan kegiatan bidang perencanaan, 
penelitian dan pengembangan; 

m. pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP); 

n. pembinaan kelompok jabatan fungsional perencana di 
lingkungan badan; dan 

o. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan. 

Bagian Kedua 

Sekretarls 

Pasa15 

l. Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan 
penyelenggaraan urusan kerumahtanggaan, umum dan 
kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta 
pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan 
Badan; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Sekretaris menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana peiaksanaan tugas sekretariat; 
b . penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di sekretariat; 
c. pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Litbang; 
d . pengoordinasian dan penyusunan rencana, program dan 

anggaran badan; 
e. pengoordinasian pelaksanaan musrenbang; 
f. mcmba..-i.tu kcpala badan dalam mcngkompilasi, 

mensinkronisasi dalam merumuskan penyusunan RPJPD, 
RPJMD dan RKPD; 

g. membantu kepala badan dalam mengkompilasi dan 
mengakselerasi penyusunan KUA, PPAS; 

h . pembinaan dan pemberian layanan administrasi 
pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, 
kerjasama, hubungan masyarakat, kerumahtanggaan, 
kearsipan dan dokumentasi badan; 

1. pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian di 
lingkungan badan; 

J . pelaksanaan urusan orga..-Jsasi dan tatalaksana di lingkunga..'1 
badan; 

k. koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan 
Badan; 

L pen~elolaan barang milik daerah di lingkungan badan; 



m . penyusunan bahan rancangan peraturan 
undangan dan fasilitasi bantuan hukum 
perencanaan, penelitian dan pengembangan; 

perundang­
di bidang 

n. koordinasi pcmantauan, evaluasi, pcngendalian dan penilaian 
a tas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta 
kinerja pengadaan barang dan jasa; 

o. penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang 
perencanaan, penelitian dan pengembangan; dan 

p. pelaksanaan tugas kedinasan Iainnya yang diberikan atasan. 

Pasal 6 

Sekretaris membawahi: 

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 
b. Kepala Sub Bagian Keuangan 
c . Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bagian Umum clan Kepegawaian 

Pasa17 

1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas 
melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, administrasi 
umum dan kepegawaian badan. 

2 . Untuk melaksanakan tugas seba.gaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Umw~ dai'"'l Kepegawaia..'"1 menyelenggarakai'"'l 
fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum 

dan Kepegawaian; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 

c. pengelolaan urusan rumah tangga badan meliputi: 
kehumasan, keprotokolan, dokumentasi, kebersihan, 
ketertiban, ta.ta ruang badan dan pemeliharaan barang; 

d . pelaksanaan administrasi umum seperti penatausahaan 
naskah dinas mcliputi pcncrimaan, pcndistribusiru'"'l, 
ekspedisi, pengagendaan, pengarsipan dan inventarisasi 
barang; 

e . pengeioiaan urusan kepegawaian badan meiiputi: 
penatausahaan administrasi kepegawaian, pembuatan daftar 
urut kepangkatan, pengelolaan daftar hadir pegawai, serta 
pengusulan kenaikan pangkat, gaji berkala, sumpah pegawai, 
uj ian dinas, penghargaan, pemberhentian, pensiun, taspen, 
karpeg, karis dan karsu; 

f. penyusunan rencana kebutuhan, pengoordinasian, 
pemeliharaan peralatan dan perlengkapan di lingkungan 
Badan; 

g. penyiapan bahan kebijakan 
berkaitan dengan urusan 
kepegawaian; 

dan petunjuk teknis yang 
administrasi umum dan 



h. penyiapan bahan penetapan angka kredit jabatan fungsional 
tertentu dan pengusulan kenaikan pangkat; . 

1. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan palaporan keg1atan 
Sub Bagian. Umum dan Kepegawaian; 

J· pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan. 

Paragraf2 

Kepala Sub Bagian Keuangan 

Pasal8 

1. Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan 
oene:elolaan oenatausahaan administrasi keuangan, pelaporan 
dan -mengkoo~dinasikan pelaksanaan anggaran Badan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Keuangan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan s tandar peiayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bagian Keuangan; 
c. penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan 

anggaran keuangan Badan; 
d . pengelolaan anggaran Badan Perencanaan Pembangunan 

Daerah dan Penelitian Pengembangan; 
e. penatausahaan administrasi keuangan Badan Perencanaan 

Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan; 
f. pcnyusunan laporan fisik dai, keuai.,.gan secara berkala; 
g. menyiapkan bahan pemeriksaan atas pengelolaan anggaran 

Badan; 
h . pengeiolaan inovasi berbasis teknologi penatausahaan 

keuangan; 
1. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang 

berkaitan dengan urusan keuangan di lingkungan Badan; 
J. pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik 

negara maupun daerah; 
k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Sub Bagian Keuangan; 
1. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan atasan. 

Parag,af3 

Kepala Sub Bagian Perencanaan clan Pelaporan 

Pasal 9 

1. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas 
menyusun program dan anggaran, pemantauan, evaluasi dan 
pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan. 

2. Untuk melaksanakan ~as sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bag.a., Perencanaan dan Pelaporan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian 

Perencanaan dan Pelaporan; 



standar pelayanan puhlik dan 
Sub Bagian Perencanaan dan 

b. oenvusunan dan pelaksanaan 
st~dar operasional prosedur 
Pelaporan; 

ak b g 'RP 'PD RP- TMD da., c. menyiapkan pel sanaan musrcn an \• .., , -
RKPD); 

d. penyusunan kerangka regulasi dalam 
pembangunan daerah; . 

perencanaan 

e . penyusunan rencana kerja dan rencana strateg1s ~adaniun . 
f. koordinasi dan penyusunan Laporan Akuntab1htas er:1a 

Instansi Pemerintah (LAKIP); 
g. penyiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana 

Program dan anggaran Badan; 
h. pengoordinasian program dan kegiatan Perencanaan dari 

1. 

J. 

bidang-bidang teknis; 
pengoordinasian, pengevaluasiai.+-i, 
penyampaian laporan pelaksanaan 

peny""i.1sunai.~ d~~ 
program dan kegiatan 

badan secara berkala; 
penginventarisasian potensi-potensi yang dapat mendukung 
dalam pencapaian program dan kegiatan dari bidang-bidang 
teknis; 

k. penyiapan bahan 
berkaitan dengan 

kebijakan dan petunjuk teknis yang 
urusan perencanaan, evaluasi dan 

pelaporan; 
I. pelaksanaan, pengendalian, evaluasi serta pelaporan program 

dan kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan 
m. pclaksanaan tugas kcdinasan lain yang dibcrikan atasa..,. 

BagianKetiga 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian clan Evaluasi 
Pembangunan Daerah 

Pasal 10 

1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan analisa 
dan pengkajian, penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, 
sinkronisasi, pengoordi.,asia..,, pemantauan, pengcndalian dan 
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi 
pembangunan daerah; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang 

Perencanaan, Pene:endalian dan Evaluasi Pembane:unan 
Daerah; ~ --

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 
s tar1dar operasional prosedur di bidang PerencanP.an., 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; 

c . mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD 
danRKPD; 

d. menyusun rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD, serta 
memproses pengesahannya; 

e. menyusun Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 
Anggaran Sementara (KUA dan PPAS); 



f. mengoordinasikan sinergitas dan hannonisasi program dan 
kegiatan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan; 

g. melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan 
pendanaan pembar1gunan daerah; 

h. melakukan analisa dan pengkajian kewilayahan; 
i. melakukan pengumpulan dan analisasi data dan informasi 

pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah; 
J. pengintegrasian dan harmonisasi program-program 

pembangunan di daerah; 
k. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, 

pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah; 
1. mengoordinasikan dan mengsinkronisasikan pelaksanaan 

kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah; 
m. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kebijakan dan 

a.rah pembanguna,."l Pusat, Provinsi dengan Kabupaten; 
n. melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan 

pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana 
pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan 
daerah; 

o. melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan 
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan 
daerah; 

p. mengidentifikasi permasalahan pembangunan daerah 
berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan 
pcmbangunan; 

q. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan 
daerah; 

r . melakukan pengamanan data melalui bahan cetak dan 
elektronik sebagai bahan dokumentasi; 

s. penyusunan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan 
pembangunan daerah; 

u . pengelolaan hasil analisis hasil evaluasi untuk penyiapan 
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah; 

v. penj'l.lsunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 

w. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Pasal 11 

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, membawahi: 

a . Kepala Sub Bidang Perencana.an dan Pendanaan; 
b. Kepala Sub Bi.dang Data dan Informasi; 
c. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan. 



\.-

1. 

2. 

Paragraf 1 
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan 

Pasa112 

Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyru 
tllgas melaksanakan penyiapa..'1 dan _penr..isuna..'1 baha..'1 
pengkajian, analisis, perumusan, pengoordmas1an, sinkronisasi, 
pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; 
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Perencanaan dan Pendanaan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Perencanaan dan 
Pendanaan; 

c. pengkajian, analisis dan perumusan kerangka ekonomi makro 
daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi) melalui 
pendekatan holistik integratif; 

d . pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan 
model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan 
penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; 

e. pengoordinasian dan sinkronisasi analisis perencanaan dan 
pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk 
juga kebijakan keuangan daerah; 

f. pengoordinasian pagu indikatif pembangunan daerah; 
g. pengkajian, analisis dan perumusaI1 kebijakan kewilayahan 

dan konektivitas daerah; 
h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan 

model kewilayahan dan konektivitas serta kebijakan 
perencanaan pembangunan daerah secara holistik integratif 
untuk kewilayahan dan konektivitas; 

1. pengkajian, pengoordinasian dan perumusan RTRW daerah; 
J. sinkronisasi kebijakan sektoral dan kewilayahan dalam 

penentuan lokasi prioritas di daerah; 
k. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub 

Bidang Perencanaan dan Pendanaan; 
1. pelaksanaai, tugas kedinasan lainnya yang dibcrikai, atasai,, 

Paragraf2 

Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 

Pasal 13 

1. Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan 
bahan pengkajian, analisis, perumusan, pengoordinasian 
sinkronisasi, pembinaan serta evaluasi dan pelapor~ 
pelaksruiaan perencar1aan pemba.r1guna.r1 daerah. bidru.ig 
pengendalian, evaluasi dan pelaporan; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Peiaporan 
menyelenggarakan fungsi : 



a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Suh Bidang 
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan; 

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik ~an 
standar operasional proscdur di Sub Bidang Pengendalian, 
Evaluasi dan Pelaporan; 

c. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi 
pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman 
pelaksanaan tugas; 

d. penyiapan bahan pengembangan sistem dan prosedur 
evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap 
pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan 
evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah; 

e. pengoordinasikan evaluasi, pengendalian dan pelaporan atas 
capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

f. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan 
tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar 
program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan 
daerah; 

g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan 
fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang 
pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

h. melaksanakan evaluasi rencana dan pelaksanaan 
pembangunan secara bulanan, triwulan, semester dan 
tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program 
pcmba,."lgunan dacra,.'1 sclanjutnya; 

1. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai 
program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan; 

J. membuat laporan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan 
pembangunan daerah sebagai bahan penelitian; 

k. menyajikan dan mengamankan data informasi pembangunan 
daerah; 

1. menindaklanjuti laporan hasil evaluasi secara berjenjang 
sebagai bahan penyusunan program lanjutan tingkat 
Kabupaten/Kota dan Provinsi; 

m . mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik 
lisan maupun tertulis untclc memperoleh petl.1njuk lebih 
lanjut; 

n . mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub 
Bidang melalui rapat/ pertemuan untuk penyatuan pendapat; 

o. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaJuasi dan; 

p . melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 



Paragraf3 

Kepala Sub Biclang Data clan Informasi 

Pasal 14 

1. Kepala Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengkajian, 
analisis, perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pembinaan 
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan 
pembang11nan daerah; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Data dan Informasi rnenyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Data 

dan Informasi; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Data dan 
Informasi; 

c . melakukan pengumpulan data pembangunan daerah melalui 
survei untuk mengetahui perkembangannya; 

d. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai 
bahan pen;-..isunan rencana pembangunan daerah; 

e. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan 
pelaporan program dan kegiatan pembangunan daeral1; 

f. penyusunan hasil evaiuasi dan laporan pelaksanaan program 
pembangunan daerah; 

g. menyusun rencana kegiatan pengolahan data sesuai 
kebutuhan sebagai acuan pelaksanaan tugas unit terkait; 

h. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan 
sebagai bahan informasi; 

1. melakukan pengamanan data hasil pembangunan daerah 
melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan 
dokumentasi; 

j. mengoordinasikan pendataan dan pelaporan atas capaian 
pelaksanaan rencana pembangunan daerah; 

k. mengkonsultasikan peiaksanaan tugas dengan atasan, baik 
lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih 
lanjut; 

1. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Kepala Sub Bidang 
melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 

m . membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evalusi dan; 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
u,.,.tuk kclancaran tugas kcdinasan. 

Jlagiau Keempat 

Kepala Bidang Pemerintabau clan Pembangunan Manusia 

Pasal 15 

1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 
mempunyai tugas melaksanakan analisa dan pengkajian, 
penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, sinkronisasi, 
pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi serta 



pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah 
bidang Pemerintahan dan pembangunan manusia; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
l{epala Bidang Pernerintahan dan Pembangur,an Mai,usia 
menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang 

Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD DAN RKPD), sesuai 
urusan Bidang Pernerintahan dan Pernbangunan Manusia; 

d. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat 
daerah dan rencana kerja perangkat daerah, sesuai un..isan 
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

e . mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD), sesuai urusan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD), sesuai urusan Bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD, sesuai urusan Bidang Pemerintahan dan 
Pembangunan Manusia; 

h . mcngoordinasikan sincrgitas dan harmonisasi kcgia ta..-i 
Bidang 

i. 

J. 

perangkat Daerah Kabupaten, sesuai urusan 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 
mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi 
kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten, 
sesuai urusan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan 
Manusia; 
mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat 
untuk prioritas nasional, sesuai urusan bidang Pemerintahan 
dan Pembangunan Manusia; 

k. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 

l. 

kerjasama antar daerah, sesuai urusan bidang PemerintaJ1an 
dan Pembangunan Manusia; 
mengoordinasikan pembinaan teknis perecanaan kepada 
perangkat Daerah Kabupaten, sesuai urusan bidang 
Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; 

m. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan kepala sub 
bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 

n. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 

Pasal 16 

Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, 
membawahi: 

a. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; 
b. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; 
c. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat. 



' . 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik 

Pasal 17 

1. Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik mempunyai tugas 
melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengkajian, 
analisis, perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pembinaan 
serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan 
pembangunan daerah bidang pemerintahan dan politik; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pemerintahan dan Politik menyelenggarakan 
fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Pemerintahan dan Politik; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Pemerintahan 
dan Politik; 

c. merancang penyusunan dokumen rencana pembangunan 
daerah 

d. (RRJPD, RRJMD, dan RKPD) un1san KP-tertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat 
Dewan, Sekretai-iat Dacrah dai-i Kecamatan; 

e. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana 
kerja peramgkat daerah urusan Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat 
Dewan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan; 

f. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat 
Daerah dan Kecamatan; 

g. membuat konsep pembL.~aan teknis perencanaa.i11 kepada 
perangkat daerah kabupaten urusan Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat 
Dewan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat 
Dewan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan; 

1. mcrcncanakan pclaksanaan kcscpakatan dcngan DPRD 
terkait APBD urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat 
Daerah dan Kecamatan; 

j. merencanakan sinergitas dan harmonitas kegiatan perangkat 
daerah Kabupaten urusan Ketertiban Umum dan 
Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan 
Catatan Sipil, Perpustakaan dan Kearsipan, Sekretariat 
Dewan, Sekretariat Daerah dan Kecamatan; 



k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiat.an Pusat untuk 
prioritas Nasional urusan Ketertiban Umum dan Perlindungan 
Masyarakat, Kepegawaian, Kependudukan dan Catatan Sipil, 
Perpustakaan dari Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat 
Daerah dan Kecamatan; 

l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama 
antar daerah di bidang pembangunan urusan Ketertiban 
Umum dan Perlindungan Masyarakat, Kepegawaian, 
Kependudukan dan Catatan Sipil, Perpustakaan dan 
Kearsipan, Sekretariat Dewan, Sekretariat Daerah dan 
Kecamatan; 

m. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Sub Bidang Pemerintahan dan Politik; 

n. melaksanakan tugas lain yang di perintahkan oleh atasan. 

Paragraf2 

Kepala Sub Bidang Pendiclikan, Mental clan Budaya 

Pasal 18 

1. Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan 
pengkajian, analisis, perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, 
pembinaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan bidang 
pendidikan, mental da.'1 budaya. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budo.ya 
menyelenggarakan fungsi: 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Pendidikan, Mental dan Budaya; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Pendidikan, 
Mental dan Budaya; 

c. merancang penyusunan rancangan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan 
Pendidikan, Kebudayaa.,, Pemuda dan Ola,'lraga, 
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak; 

d. menganalisis rancangan Rencana Strategis {Renstra) dan 
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah urusan Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

e. merencanakan pelaksanaan Musrenhang (RRJPD, RP.JMD dan 
RKPD) urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Pcrempuan da,, Pcrlindunga..-1 Anak; 

f. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah Kabupaten urusan Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 



' . 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan Pendidikan, Kebudayaan, 
Pemuda da.., Olahraga, Pengendalian Penduduk, Keluarga 
Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan 
Anak; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRb 
terkait APBD urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan 
Olahraga, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

1. merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat 
Daerah Kabupaten urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat untuk 
prioritas Nasional urusan Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda 
dan Olahraga, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, 
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; 

k merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama 
antar daerah di bidang pembangunan urusan Pendidikan, 
Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga, Pengendalian Penduduk, 
Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak; 

L pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Sub Bidang Pendidikan, Mental dan Budaya; 

m. pclaksanaan tugas kcdinasan lainnya yang dibcrikan atasan. 

Paragraf3 

Kepala Sub Biclang Kesehatan clan Kesejahteraan Rakyat 

Pasal19 

1. Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan 
bahan pengkajian, analisis, perumusan, pengoordinasian, 
sinkronisasi, pembinaan serta evaluasi dan pelaporan 
pclaksanaan bidang kcschatan dan kcscja..'ltcraan rskyat; 

2 . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Kesehatan dan 
Kesejahteraan Rakyat; 

c. merancang penyusunan rancangan dokumen perencanaan 
pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan 
Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 

d . menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan 
Rencana Kerja (Renjaj Perangkat Daerah urusan Kesehatan, 
Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa; 



' 

e. merencanakan pelaksanaan Musrenbang (RRJPD, RRJMD dan 
RKPD) urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, Transmigrasi, 
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

f. mcmbuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah Kabupaten urusan Kesehatan, Sosial, 
Tenaga Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan 
Desa; 

g. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 
(RPJP, RPJMD dan RKPD) urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga 
Kerja, Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

:. merencanakan sinergitas dan ha.""lnonisasi kegiatan perangkat 
daerah kabupaten urusan Kesehatan, Sosial, Tenaga Kerja, 
Transmigrasi, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; 

J . merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional urusan kesehatan, sosial, tenaga kerja, 
transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa; 

k. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama 
antar daerah di bidang pembangunan urusan kesehatan, 
sosial, tenaga kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat 
dan desa; 

l. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas sub bidang kcschatan da,-1 kcscja.'ltcraa., rakyat; 

m. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

BagianKelima 

Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Kewilayahan 

Pasal20 

1. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan analisa dan 
pengkajian.. penyusunan, pengintegrasian, harmonisasi, 
sinkronisasi, pcngoordinasia.,, pemantauan, pengendalian dan 
evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan 
daerah bidang perekonomian, sumber daya alam, infrstruktur 
dan kewilayahan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan 

Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
Kewilayahan; 

tugas di Bidang 
Infrastruktur cian 

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 
standar operasional prosedur di Bidang Perckonomian, 
Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

c. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan 
pembangunan Daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) Bidang 
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan; 



d . mengoordinasikan penyusunan rencana strategis perangkat 
daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah Bidang 
Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kev:ilayahan; 

e. mengoordinasikan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD 
dan RKPD) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

f. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Perekonomian, 
Sumber Daya Alam, lnfrastruktur dan Kewilayahan; 

g. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, 
Infrastruktur dan Kewilayahan; 

h. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan 
Perangkat Derah Kabupaten Bidang PerekonomiaI1, Sumber 
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

i. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan hannonisasi 
kegiatan kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten 
Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan 
Kewilayahan; 

J. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan Pusat 
untuk prioritas Nasional Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

k. rnengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar Daerah Bidang Perekonomian, Sumber Daya 
Alam, Infrastruh.--t-1.1r daJ1 Kcwilayahan; 

l. rnengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada 
Perangkat Daerah Kabupaten Bidang Perekonomian, Sumber 
Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan; 

m. rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dengan Kepala Sub 
Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat; 

n. rnernbuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala 
sebagai bahan evaluasi; dan 

o. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan 
untuk kelancaran tugas kedinasan. 

Pasal21 

Kepala Bidang Perekonomian Sumber Daya Alam, Infrastruktur 
dan Kewilayahan rnembawahi: 

a. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Kemaritiman; 
b . Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan SDA; 
c. Kepala Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan. 

Paragrafl 

Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 

Pasa122 

1. Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Kernaritirnan mernpunyai 
tugas rnelaksanakan penyiapan dRn penyusunan bahan 
pengkajian, analisis, perurnusan, pengoordinasian, sinkronisasi, 
pernbinaan serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 



perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan 
kemaritiman; 

2 . Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Perekonomian dan Kemaritiman 
menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Perekonomian dan Kemaritiman; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Perekonomian 
dan Kemaritiman; 

c. merancang penyusun dokumen rencana pembangunan 
daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, 
perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, 
pariwisata dan kemaritiman; 

d. menganalisis rencana strategis perangkat daerah dan rencana 
kerja perangkat daerah urusan perdagangan, perindustrian, 
koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata dan 
kemaritiman; 

e. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, 
keuangan, penanaman modal, pariwisata dan kemaritiman; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD urusan perdagangan, perindustrian, 
koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata dan 
kemaritiman; 

g. mcmbuat konscp pcmbL'laa,..-1 tcknis pcrcncanaa., kcpada 
perangkat daerah Kbupaten urusan perdagangan, 
perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, 
pariwisata dan kemaritiman; 

h . merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 
(RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan perdagangan, 
perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, 
pariwisata dan kemaritiman; 

i. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait APBD urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, 
keuanga..,, penanan1an modal, pariv..i sata dan kemaritiman; 

j. merencanakan sinergitas dan hannonisasi kegiatan perangkat 
daerah kabupaten urusan perdagangan, perindustrian, 
koperasi, keuangan, penanaman modai, pariwisata dan 
kemaritiman; 

k . merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional urusan perdagangan, p~~dustrian, 
koperasi, keuangan, penanaman modal, par1w1sata dan 
kemaritiman; 

I. merencanakan pelaksananaan kesepakatan bersama 
kerjasama antar daerah di bidang pembangunan urusan 
perdagangan, perindust.-ia,..-1, koperasi, kcua.,gan, penanama.'1 
modal, pariwisata dan kemaritiman; 

m. pengevaluasian, pengendalian dan pelapo~~ pelaksanaan 
tugas Sub Bidang Perekonomian ctan Kemantrman; 

n. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan. 



Paragraf2 

Kepala Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 

Pasal23 

1. Kepala Su~ Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 
mempunya1 tugas melaksanakan penyiapan dan oenvusunan 
b_ahan . ~engkajian_, analisis, perumusan, peng~or<linasian, 
s1nkron1sas1, pemb1naan serta evaluasi dan pelaporan 
J?elaksanaan bidang perencanaan pembangtman bidarig 
lingkungan hidup dan sumber daya alam. 

2. Untuk melaks~akan ~g_as sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub B1ctang Lmgkungan Hidup dan Sumber Daya Alam 
menyelenggarakan fungsi : 

a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 
Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; 

b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 
standar operasional prosedur di Sub Bidang Lingkungan 
Hidup dan Sumber Daya Alam; 

c. merancang penyusunan rancangan dokumen perencanaan 
pembangu.na.., daera..'1 (RPJPD, RPJMD dan RKPD) un.1sa.., 
lingkungan hidup, pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, 
perkebunan dan ESDM; 

d. menganalisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan 
Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah urusan lingkungan 
hidup, pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan 
dan ESDM; 

e. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan 
RKPD) urusan lingkungan hidup, pertanian, pangan, 
kehutanan, perikanan, perkebunan dan ESDM; 

f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW 
Daerah dan RPJMD urusan lingkungan hidup, pertanian, 
pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan dan ESDM; 

g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada 
perangkat daerah kabupaten urusan lingkungan hidup, 
pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan dan 
ESDM; 

h. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah 
urusan lingkungan hidup, pertanian, pangan, kehut.anan, 
perikanan, perkebunan dan ESDM; 

1. merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD 
tcrkait APBD urusan lingkungan hidup, pcrtanian, panga..,, 
kehutanan, perikanan, perkebunan dan ESDM; 

J. merencanakan sinegitas dan hannonisasi kegiatan perangkat 
daerah kabupaten urusan lingkungan hidup, pertanian, 
pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan_ dan ESDM; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional urusan lingkungan hidup, pertanian, 
pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan dan ESDM;_ 

I. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kenku_asama 
anatar daerah di bidang pembangunan urusan ling ngan 
hidup, pertanian, pangan, kehutanan, perikanan, perkebunan 
dan ESDM; 



m. pengevaluasian, pengendaJian dan pelapornn pelaksanaan tugas Sub Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam; n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 
Paragraf3 

Kepala Sub Bldang lnfrutruktur clan Kewilayahan 

Pasal 24 
1. KepaJa Sub Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan penyusunan bahan pengkajian, analisis, perumusan, pengoordinasian, sinkronisasi, pembinaan serta evaluasi da.'l pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan standar operasional p rosedur di Sub Bidang lnfrastruktur dan Kewilayahan; 
c . merancang penyusun an rancangan dokumen percncanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, statistik dan persandian; 
d. melaksanakan analisis rancangan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo , statistik dan persandian; 
e. merencanakan pelaksanaan musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD) urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, statistik dan persandian; f. merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhu bungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, s tatistik dan persandian; g. membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, statistik dan persandian; h . mcrcncanakan pclaksanaan kcscpakatan dcngan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah urusan pekerjaan umum, penataan ruang, perhubung~, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, stat.istik dan persandian; 

1. merencanakan pelaksanaan kesepaka tan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum, penataan ~ang, perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, kominfo, s tatistik dan persandian; 



J· merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiat.an perangkat 
daerah kabupaten urusan pekerjaan umum, penataan ruang, 
perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, 
komir,fo, statistik dan pcrsandian; 

k. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk 
prioritas nasional urusan pekerjaan umum, penataan ruang, 
perhubungan, pertanahan, perumahan dan pemukiman, 
kominfo, statistik dan persandian; 

l. merencanakan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama 
antar daerah di bidang pembangunan urusan pekerjaan 
umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, 
perumahan dan pemukiman, kominfo, statistik dan 
persandian; 

m. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
t:._.gas Sub Bidang Infrastruktur da."1 Kev.>ilayahan; 

n. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Bagian Keenam 

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan 

Pasal 25 

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas 
melaksanakan penelitian dan pengembangan serta mengelola 
data dan informasi penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang 
penelitian dan pengembangan. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan 
fungsi: 
a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Bidang Penelitian 

dan Pengembangan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Bidang Penelitian dan 
Pengembangan; 

c. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan 
Pemerintahan Kabupaten; 

d. pen:ir ... sunan perenca."1a&"1 program dan anggaran penelitian 
dan pengembangan Pemerintahan Kabupaten; 

e. melaksanakan penelitian dan pengembangan di Pemerintahan 
Kabupaten; 

f. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten; 

g. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah; 
h . pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan di Kabupaten; 
1. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan 

pengembangan lingkup Pemerintahan Kabupaten; 
j. pelaksanaan admL.-J.strasi penelitian dan pengembangan 

daerah Kabupaten; 
k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 

tugas Bidang Penelitian dan Pengembangan; dan 
l. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 



Pasal 26 

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan membawahi: 

a. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerin~an; 
b . Kepala Sub Bidang lnovasi dan Teknolog1; 
c. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Paragraf 1 

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan 

Pasal 27 

1. Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan m~mpunyai tu1~~ 
menghimpun, menyusun, mengelola dan m_~ngkaJt serta mene 1tJ. 
data keperluan analisis perumusan kebtJakan pembangunan 

daerah; 
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaima.,a dimaksud pada ayat (1), 

Kepala Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan menyelenggarakan 

~n~:~~sunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang Sosiai 

dan Pemerintahan; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

standar operasional prosedur di Sub Bidang Sosial dan 
Pemerintahan; 

c . penyiapan bahan analisis perumusan kebijakan, fasilitasi dan 
evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan penelitian dan 
penge111bangan di bidang sosial dan pemerintahan, meliputi 
aspek-aspek, ketertiban umum dan perlii.'"'ldungan masyarakat, 
kepegawaian, kependudukan dan catatan sipil, perpustakaan 
dan kearsipan, sekretariat dewan, sekretariat daerah, 
kecamatan, penciidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga, 
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian 
penduduk dan keluarga berencana, kesehatan, sosial, tenaga 
kerja, transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan desa; 

d. penyiapan bahan penyusunan strategi dan arah kebijakan 
teknis, program dan anggaran perencanaan pembangunan 
daerah bidang sosial dan pemeritahan; 

e. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang 
sosial dai, pcmcrintahan; 

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 
pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang sosial 
dan pemerintahan; 

g. penyi~I?an bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penehttan dan pengembangan pemerintah daerah di bidang 
sosial dan pemerintahan; 

h. pengelolaan data -~elitbangan dan peraturan, serta 
pelaks_anaan pengkaJ1an peraturan di bidang sosial dan 
pemenntahan; 

1. fasilitasi_ pemberi~n rekomendasi penelitian bagi warga negara 
!nd~ne~ia dan as1ng untt1k diterbitka.J1nya izin penelitini"'l oleh 
mstans1 yang berwenang; 

J. pengevaluas~an, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Sub B1dang Sosiai dan Pemerintahan· dan 

k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 



Paragraf2 

Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi 

Pasal28 

1. Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi mempw:i~ai _tugas 
melaksanakan penelitian, pengembangan, serta fasilitas1 dan 
penerapan di bidang inovasi dan teknologi. 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bida..-ig Inovasi dan Teknologi menyelenggarakan 
fungsi : 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Inovasi dan Teknoiogi; 
b. penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan publik dan 

s tandar operasional prosedur di Sub Bidang Inovasi dan 
Teknologi; 

c. penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program dan 
anggaran penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan 
penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 

d. penyiapan bahan rancangan kebijakan tarkait jenis, prosedur 
dan metode penyelenggaraan pemerintaJ1an daera..'1 yang 
bersifat inovatif; 

e . penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 
di bidang inovasi dan teknologi; 

f. penyiapan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan 
fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi; 

g. penyiapan bahan, strategi, dan penerapan di bidang inovasi 
dan teknologi; 

h . penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

. ,. 

J-

pelaksanaan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi 
dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 
penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 
penelitian dan pengembangan pemerintah daerah, serta 
fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi; 
penyiapan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi 
hasil-hasil kelitbangan; 

k. pengevaluasian, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan 
tugas Sub Bidang Inovasi dan Teknologi; dan 

1. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

Paragraf 3 

Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan 

Pasal29 

1. Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan mempunyai 
tugas melaksanakan penyiapan bahan, koordinasi, pengkajian 
dan rumusan kebijakan terkait pelaksanaan penelitian dan 
pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan daerah ; 

2. Untuk melaksanakan tugas sebagai..uana dimaksud pada ayat (1), 
Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan 
menyelenggarakan fungsi : 
a . penyusunan rencana pelaksanaan tugas di Sub Bidang 

Ekonomi dan Pembangunan; 



• 

V 

b. oenvusunan clan pelaksan11an standar pelayanan publik d11n 

; ta~dar operasional prosedur di Sub Bidang Ekonomi dan 

Pembangunan; 
c. pcnyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, 

anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi 

dan pembangunan, meliputi aspek-aspek, perdagangan, 

perindustrian, koperasi, keuangan, penanaman modal, 

pariwisata, kemaritiman, lingkungan hidup, pertanian, 

pangan, kehutanan, perkebunan, perikanan, ESDM, 

pekerjaan umum, penataan ruang, perhubungan, pertanahan, 

perumahan dan pemukiman, kominfo, statistik dan 

pen,andian; 
d. penyiapan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan 

di bidang ekonomi dan pembangunan; 

e. penyiapa.'1 baha.-i pelaksanaan pengkaj ian kebijakan di 

bidang ekonomi dan pembangunan; 

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi 

pembangunan; 
g. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan 

penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang 

ekonomi dan pembangunan; 

h . pengelolaan da ta kelitbangan dan peraturan, serta 

pelaksanaan pengkajian peraturan di bidang ekonomi dan 

pembangunan; 

1. pcngcvaluasian, pcngcndalian dan pclaporan pclaksanaan 

tugas Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan 

J. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan atasan. 

BAB IV 

Bagian Kesatu 

JABATAN PERANGKAT DAERAH 

Pasal30 

1. Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau 

jabatan pimpinan tinggi pratama; 

2 . Sekr~~s merupakan jabatan struktural eselon Illa atau jabatan 

adlllllllstrator; 

3 . ~epala Bid9-?~ merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau 

Jabatan administrator; 

4. Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian merupakan j abatan 

struh.-tural cselon Na atau jabatan pengawas. 

Bagian Keempat 

Kelompok Jabatan Fungaional 

Paaal 31 

1. Kelom?Ok Jabatan Fungsional melaksanakan tugas secara 

profes1onal sesuai dengan jabatan fungsional masin -masin 

berdasarkan peraturan perundang-undangan· g g 

2. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), dalam _melaksanak11n tugasnya berada di hawah dan 

bertanggung Jawab kepada Kepala Badan. 



Pasa132 

1. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 
31 ayat (1) peraturan ini terdiri ata~ sejumlah ten~ga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang terbagJ dal~ berbagai kelompok 
sesuai dengan bidang keahlian dan keteramp1lan; . . . 

2 . Setiap kelompok sebagaimana dimak~ud pada aya t (1), dip1mp1n 
oleh seorang tenaga fungsional semor yang d1tunJuk d1antara 
tenaga fungsional yang ada di lingkungan badan; 

3. Jumlah tcnaga fungsional scbagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja; 

4. Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut pada ayat {l) pasal 
ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. 

BABV 

TATAKERJA 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 33 

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi badan sebagai unsur penunjang 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perencanaan 
dan bidang Penelitian dan Pengembangan, kegiatan 
operasionalnya diselenggarakan oleh kepala bidang dan kepala 
Sub Bidang menurut bidang tugas masing-masing; 

2. Kepala Badan, baik secara teknis operasional maupun teknis 
adm.inistratif berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daera.,'1 dan dalam melaksanakan 
tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dapat 
berkoordinasi dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya; 

3 . Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, dalam 
melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, 
integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi; 

4. Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan badan, wajib 
memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

Bagian Kedua 

Pelaporan 

Pasal 34 

1. Kepala Badan wajib memberikan laporan yang akurat tentane: 
pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat wakhi 
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah· 

,.., s ' ~- etiap pimpinaJ1 satuan or2anisasi di linakuncran h~~a- m~::h • • Q t:t b 1 ua.u 1.i., n·a.JJ.U 

memenuh1 penntah, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab 
kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan 
tepat pada waktunya; 

3 . Se~ap laporan y~~ di~erima oleh pimpinan satuan organisasi 
dan_ bawahan, ~aJ1b ~1olah dan dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan leb1h lanJut serta untuk memberi petunjuk kepada 
bawahan; 



4. Pengaturan mengenaj jenis laporan dan cara penyampaiannya, 
berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

Bagian Ketiga 
Halt Mewakili 

Paaal35 
Dalam hat Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan iliwakili oleh 
~kre~s, apabila Kepal~ Badan dan Sekretaris berhalangan dapat 
iliwakili oleh Kepala 81dang dengan memperhatikan seruoritas 
kepangkatan dan atau bidang tugasnya. 

BAB VI 
KEPEGAWAIAN 

Paaal36 
Kepala Badan berkewajiban dan bertanggungjawab dalam 
melaksanakan pembinaan kepegawaian di lingkungan badan. 

BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasa137 
Dengan berlak:unya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati 
Nomor 25 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan 
Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan 
Ka bupaten Kaur dica but dan dinyataka.., tidak berlak-...i. 

Pasa138 
PerabJrao Bupati iru mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pen~ndangan 
Peraturan Bupati iru dengan penempatannya dalam Senta Daerah 
Kabupaten Kaur. 

I B . NANDAR ,Mr,WADI, S.Sos., M.Si. Pembina U Madya/lV.d 
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